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 Abstract: Pekerja kontrak dan Outsourcing merupakan 

pekerja yang memiliki waktu bekerja yang fleksibel. Dalam 

hal ini pekerja Outsourcing dan pekerja kontrak masih 

memiliki kekurangan, salah satunya dalam jaminan hukum. 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui terkait bentuk 

perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dan 

Outsourcing. Selain itu, penelitian ini bertujuan guna 

mengetahui fungsi pengawasan terkait dengan 

ketenagakerjaan yang dijalankan untuk mengawal dan juga 

menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja kontrak dan 

Outsourcing. Metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti hal ini adalah ialah metode penelitian yuridis 

normatif. Metode penelitian yuridis normatif imi digunakan 

agar dapat semakin memahami bentuk pekerja kontrak dan 

Outsourcing serta mengetahui fungsi pengawasan dari 

ketenagakerjaan itu sendiri. Perlindungan hukum terkait 

pekerja kontrak dan Outsourcing dapat berbentuk 

perjanjian kerja yang wajib diterbitkan oleh perusahaan 

secara tertulis. Dengan adanya hal tersebut agar pekerja 

kontrak dan Outsourcing tidak terjadi penyalahgunaan. 

Pengawasan merupakan salah satu pondasi untuk 

melindungi hak-hak pekerja, selain itu juga untuk 

memastikan perlindungan pada pekerja.  

Keywords: Pekerja Kontrak, 

Outsourcing, Perlindungan 

Hukum 

 

PENDAHULUAN  

Perubahan dalam struktur ekonomi di tingkat global telah mendorong berbagai perusahaan 

untuk mengadopsi model kerja yang lebih fleksibel, seperti menerapkan Outsourcing dan 

perjanjian kerja waktu tertentu. Sistem kerja yang tidak standar ini dianggap dapat meningkatkan 

efisiensi dan membantu perusahaan dalam fokus pada bisnis inti mereka, tetapi pada saat yang 

bersamaan menciptakan dilema: produktivitas perusahaan mengalami peningkatan, namun 

kesejahteraan para pekerja justru menjadi semakin terancam. Banyak penelitian telah menunjukkan 

bahwa pekerja yang berada dalam status kontrak dan Outsourcing memiliki posisi tawar yang 

lemah, menghadapi ketidakpastian mengenai status kerja, mendapat sedikit perlindungan sosial, 

serta berisiko tinggi terhadap pemutusan hubungan kerja yang sepihak (Simanungkalit, 2025). 

Hubungan kerja yang non-standar, seperti PKWT dan Outsourcing, sebenarnya telah diatur 

dalam peraturan ketenagakerjaan, namun ketentuan yang ada masih menyisakan kekurangan yang 

berdampak pada ketiadaan jaminan hukum yang cukup bagi pekerja non-formal (Izzati, 2025). 

Dalam praktiknya, pekerja kontrak dan Outsourcing merupakan segmen terbesar di sektor informal 

suatu keadaan yang menunjukkan bahwa fleksibilitas di pasar tenaga kerja justru memperbesar 
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 proporsi pekerjaan yang berisiko. 

Dalam situasi kerja yang melibatkan Outsourcing, keberadaan pihak ketiga dari perusahaan 

pengguna, penyedia tenaga kerja, dan pekerja menciptakan situasi kerja yang tidak jelas (triangular 

employment relationship). Keadaan ini diperkuat oleh penemuan  yang mengindikasikan bahwa 

perusahaan Outsourcing seringkali gagal memenuhi kewajiban, seperti keterlambatan dalam 

pembayaran gaji, tidak mendaftarkan pekerja untuk jaminan sosial, serta pemecatan sepihak tanpa 

prosedur hukum yang jelas (Angel, 2025)Dalam banyak situasi, perusahaan pengguna memperoleh 

keuntungan dari tenaga kerja, namun menghindari tanggung jawab saat pelanggaran terjadi. Di sisi 

lain, penyedia Outsourcing sering kali tidak mampu atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban 

yang seharusnya mereka penuhi. 

Meskipun UU Nomor 13 Tahun 2003, keputusan dari Mahkamah Konstitusi, serta UU Cipta 

Kerja berusaha memperjelas aspek Outsourcing dan perlindungan bagi para pekerja, realitas di 

lapangan tetap menunjukkan lemahnya penerapan. Kondisi ini dipicu oleh kurang efektifnya fungsi 

pengawasan dalam bidang ketenagakerjaan, yang juga diungkapkan dalam berbagai penelitian 

mengenai hukum ketenagakerjaan. Sistem pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia menghadapi 

sejumlah tantangan, termasuk jumlah pengawas yang terbatas, anggaran yang minim, serta 

penegakan sanksi administratif dan pidana yang tidak cukup kuat terhadap perusahaan yang 

melanggar (Angel, 2025). 

Situasi ini menjadi lebih rumit dengan meningkatnya jumlah pekerja non-formal akibat 

evolusi ekonomi dan teknologi yang ada. Data dari BPS menunjukkan bahwa proporsi tenaga kerja 

non-formal terus meningkat setiap tahunnya, dengan sebagian besar berasal dari pekerja 

Outsourcing dan pekerja dalam gig economy. Hal ini menekankan pentingnya perlunya 

reformulasi perlindungan hukum yang fleksibel untuk mengadaptasi dinamika pasar kerja saat ini. 

Dalam konteks hubungan industrial di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, 

pemenuhan hak-hak pekerja adalah amanat dari konstitusi sekaligus syarat untuk menciptakan 

hubungan kerja yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengawasan 

ketenagakerjaan berfungsi sebagai alat strategis bagi negara untuk memastikan kepatuhan 

perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan melindungi pekerja dari praktik yang merugikan. 

Namun, lemahnya pengawasan membuat banyak pelanggaran tidak teratasi dan berdampak 

langsung pada kesejahteraan pekerja. 

Mengingat kompleksitas tersebut, penelitian ini sangat penting untuk mengeksplorasi 

bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja kontrak dan Outsourcing diterapkan, serta sejauh 

mana pengawasan ketenagakerjaan dapat menjamin pemenuhan hak-hak mereka. Analisis ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan struktural dalam 

perlindungan pekerja non-formal, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat regulasi dan 

pengawasan agar tercipta praktik hubungan kerja yang lebih adil. 

Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak (Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu/PKWT) dan pekerja Outsourcing di Indonesia serta pelaksanaan fungsi 

pengawasan ketenagakerjaan dalam menjamin pemenuhan hak-hak mereka. Meskipun 

perlindungan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, 

termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan perubahannya melalui Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam praktik pekerja kontrak dan Outsourcing masih 

berada pada posisi rentan akibat fleksibilitas hubungan kerja dan lemahnya pengawasan. 

Pelanggaran hak normatif pekerja Outsourcing, terutama terkait upah dan jaminan sosial, masih 

sering terjadi, kebijakan pasca Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi melemahkan kepastian 

kerja pekerja kontrak dan Outsourcing (Nursalim, C. R. P., & Suryono, L. J. (2020). Kemudian 

ditemukan adanya penyalahgunaan PKWT akibat belum optimalnya fungsi pengawasan 
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 ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara 

pengaturan perlindungan hukum dan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan dalam menjamin 

terpenuhinya hak-hak pekerja kontrak dan Outsourcing di Indonesia.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja 

kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) dan pekerja Outsourcing di Indonesia 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta untuk mengkaji 

pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja 

kontrak dan Outsourcing guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk memahami 

secara mendalam bentuk perlindungan hukum pekerja kontrak dan Outsourcing serta mengetahui 

fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan 

perundang-undangan yaitu undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta 

peraturan lainnya yang selaras untuk menelaah relevansi dan konsistensi regulasi yang berlaku dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan konsep-konsep dalam hukum 

ketenagakerjaan untuk memahami konsep-konsep seperti hubungan kerja, PKWT, Outsourcing, 

dan perlindungan hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran 

yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja serta posisi dan fungsi pengawasan 

ketenagakerjaan dalam sistem hukum Indonesia.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak dan Outsourcing di Indonesia 

Perlindungan hukum merupakan sebuah hal yang penting guna masyarakat. Perlindungan 

hukum dianggap penting karena perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian bagi 

masyarakat di Indonesia, selain memberikan kepastian bagi masyarakat Indonesia perlindungan 

hukum juga bertujuan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat. Keadilan merupakan salah satu 

aspek yang penting di dalam hukum, karena di dalam hukum semua masyarakat harus diberlakukan 

secara adil (Rr. Winarti Pudji Lestari, 2025). Keadilan tersebut memiliki makna agar setiap 

masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama atau tidak ada yang dibedakan. Perlindungan 

hukum sendiri bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan terkait penguasaan. Tujuan yang lain 

dari perlindungan hukum ialah agar hak-hak setiap individu dapat terjamin dengan pasti, tanpa 

melihat latar belakang dari orang tersebut (Teguh Riyanto, 2015). Setiap masyarakat pasti memiliki 

kebutuhan untuk sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat melakukan sebuah 

pekerjaan atau masyarakat tersebut bekerja agar kebutuhan yang dibutuhkan. dapat terpenuhi. 

Jenis-jenis pekerjaan yang ada di Indonesia terdapat banyak jenis yang masing-masing ada 

pengelompokannya. Salah satunya ialah jenis pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja, diantaranya 

terdapat karyawan kontrak dan karyawan tetap. Karyawan kontrak ialah karyawan yang 

dipekerjakan dengan jangka waktu tertentu, sedangkan karyawan tetap bekerja dengan 

dipekerjakan permanen. Meskipun terdapat pekerja kontrak atau pekerja yang memiliki jangka 

waktu tertentu, pekerja kontrak tersebut pasti memiliki hak-hak terkait perlindungan hukum 

Perlindungan hukum tersebut memiliki tujuan guna melindungi hak-hak pekerja yang 

merupakan pekerja lepas (Vania Andari Damanik, 2024). Namun pada kenyataannya masih 

terdapat banyak pekerja yang belum mendapatkan hak-hak nya sesuai dengan apa yang seharusnya 

mereka dapatkan. Bentuk perlindungan hukum terkait pekerja kontrak dan Outsourcing ialah 

terdapat penjaminan terhadap kontinuitas hubungan kerja serta persyaratan kerja bagi pekerja, 

termasuk pada pengakuan masa kerja dan juga mengenai penetapan upah yang sesuai.  
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 Pekerja Outsourcing sendiri merupakan pekerja yang rentan terkena PHK, karena kurangnya 

jaminan terkait perlindungan hukum terhadap pekerja Outsourcing. Kerentanan PHK terhadap 

pekerja Outsourcing tersebut karena perusahaan pengguna mengalihkan pekerjaannya dari 

perusahaan Outsourcing yang satu kepada pihak perusahaan Outsourcing yang lainnya. Bentuk 

perlindungan terkait hal tersebut ialah pengalihan terkait dengan perlindungan hak pekerja, yaitu 

perusahaan Outsourcing baru harus mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari 

perjanjian kerja antara perusahaan Outsourcing lama dengan pekerja, namun hak pada pekerja dari 

perusahaan yang lama tidak boleh dikurangi.  

Selain ketentuan tersebut, perlindungan hukum bagi pekerja kontrak dan Outsourcing juga 

ditegaskan melalui kewajiban perusahaan untuk menerbitkan perjanjian kerja tertulis yang jelas 

terkait durasi kerja, jenis pekerjaan, hak dan kewajiban, serta sistem penggajian. Tujuan dari 

peraturan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan PKWT dan untuk memastikan pekerja tetap 

mendapat kepastian dalam bekerja. Dalam sistem Outsourcing, pekerja juga dilindungi agar hak-

haknya tetap terjaga meskipun terjadi perubahan pada perusahaan penyedia layanan, karena 

perusahaan baru diwajibkan untuk mengakui semua hak dan kewajiban yang sudah ada sebelumnya 

(Odungge, 2021). 

Pekerja kontrak dan Outsourcing berhak mendapatkan jaminan sosial, serta perlindungan 

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembayaran gaji yang sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan memiliki peran yang vital dalam menjamin 

kepatuhan perusahaan, walaupun terkadang fungsi pengawasan ini belum berfungsi secara optimal. 

Di samping itu, keberadaan serikat pekerja juga menjadi alat yang penting dalam memperjuangkan 

hak-hak pekerja non-standar agar mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan regulasi yang 

ada. 

 

Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Dijalankan Dalam Rangka Mengawal dan Menjamin 

Terpenuhinya Hak-Hak Pekerja Kontrak dan Outsourcing 

Dalam dunia kerja, pengawasan ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen 

terpenting yang mencerminkan kehadiran dan peran intervensi negara. Pengawasan ini berfungsi 

untuk merancang, mendorong, serta membangun budaya pencegahan yang meliputi berbagai aspek 

yang menjadi ruang lingkup tugasnya, seperti hubungan industrial, upah, kondisi kerja, 

keselamatan, kesehatan kerja, serta terkait berbagai isu ketenagakerjaan dan jaminan sosial lainnya.  

Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik (negara/pemerintah) untuk memastikan 

penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan/ suatu tempat kerja. Untuk 

menjalankan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan, maka ditunjuklah pengawas 

ketenagakerjaan. Peran utama dari pengawas ketenagakerjaan adalah untuk meyakinkan pengusaha 

agar mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan di tempat kerja, melalui 

langkah-langkah pencegahan, penasehat teknis, dan jika diperlukan penegakan hukum. Tujuan 

utama dilaksanakannya pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk menjamin diterapkannya 

peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan  guna mewujudkan kesejahteraan dan 

keadilan sosial(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 60, 2017). 

Khususnya bagi kelompok seperti pekerja kontrak PKWT) dan Outsourcing, implementasi 

fungsi ini dijalankan melalui dua pendekatan utama yaitu yang pertama melalui upaya preventif, 

melalui pembinaan dan sosialisasi regulasi, kemudian yang kedua dengan upaya represif, dengan 

melalui inspeksi (pemeriksaan) oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Inspeksi ini bertujuan ganda, 

yaitu memverifikasi validitas hubungan kerja, memastikan penggunaan PKWT dan Outsourcing 

sesuai dengan batasan hukum yang berlaku serta menjamin pemenuhan hak normatif seperti upah, 

jaminan sosial, dan prinsip non-diskriminasi, serta memastikan adanya pengalihan perlindungan 
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 hak-hak bagi pekerja Outsourcing saat terjadi pergantian penyedia jasa. Meskipun demikian, 

efektivitas pengawasan kerap terhalang oleh keterbatasan sumber daya, kekaburan hukum terkait 

praktik penyalahgunaan status kontrak, dan kompleksitas hubungan kerja yang berlapis. oleh 

karena itu, keberhasilan fungsi pengawasan dalam mengawal hak-hak pekerja ditentukan oleh 

komitmen kelembagaan, independensi pengawas dalam mengeluarkan Nota Pemeriksaan, dan 

penegakan hukum secara konsisten melalui sanksi administratif atau pemidanaan, yang pada 

akhirnya harus mendorong kepatuhan sukarela perusahaan.  

Pengawasan ketenagakerjaan berfungsi sebagai fondasi penting dalam melindungi hak-hak 

pekerja yang bekerja dengan kontrak dan Outsourcing, serta mencerminkan peran aktif negara 

dalam mewujudkan keadilan di sektor tenaga kerja. Tugas ini tidak hanya fokus pada perancangan 

dan pendorongan kepatuhan, tetapi juga berusaha membangun kesadaran akan pencegahan 

pelanggaran dalam berbagai dimensi ketenagakerjaan, seperti hubungan industri, upah, kondisi 

kerja, dan jaminan sosial (Hoesin, 2022). 

Pada dasarnya, pengawasan ketenagakerjaan adalah tanggung jawab publik untuk 

memastikan bahwa undang-undang ketenagakerjaan dilaksanakan di setiap perusahaan. Pengawas 

ketenagakerjaan, sebagai garda terdepan dalam tugas ini, memiliki kewajiban untuk memastikan 

para pengusaha mematuhi peraturan melalui pendekatan pencegahan berupa pelatihan dan 

sosialisasi, serta langkah represif melalui inspeksi. Proses inspeksi ini menjadi sangat penting untuk 

memverifikasi keabsahan hubungan kerja, mengecek penggunaan kontrak dan Outsourcing sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan hak-hak normatif pekerja, seperti upah, 

jaminan sosial, dan prinsip non-diskriminasi, terpenuhi. Juga krusial untuk memastikan adanya 

perlindungan hak pekerja Outsourcing saat terjadi perubahan penyedia layanan. 

 Sayangnya, efektivitas pengawasan sering kali menghadapi banyak hambatan, termasuk 

keterbatasan sumber daya pengawas, ketidakjelasan regulasi yang memungkinkan penyalahgunaan 

status kontrak, serta kompleksitas dari hubungan kerja yang beragam. Sebagai langkah antisipasi, 

kesuksesan pengawasan untuk melindungi hak-hak pekerja sangat tergantung pada komitmen 

institusi yang kuat, independensi pengawas dalam menghasilkan temuan, dan konsistensi dalam 

penegakan hukum melalui sanksi yang tegas, yang diharapkan dapat memfasilitasi kepatuhan 

sukarela dari perusahaan. 

KESIMPULAN 
Perlindungan hukum bagi pekerja, khususnya mereka yang bekerja dengan skema 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsourcing, merupakan bagian krusial dari upaya 

negara mewujudkan keadilan, kepastian, dan kesejahteraan dalam hubungan ketenagakerjaan. 

Prinsip dasarnya adalah memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status kerja maupun 

latar belakangnya, memperoleh perlakuan yang setara serta jaminan atas hak-hak fundamentalnya 

sebagai pekerja. Kemudian dapat disimpulkan bahwa keberadaan regulasi mengenai PKWT dan 

Outsourcing pada dasarnya telah mengatur secara cukup jelas hak dan kewajiban para pihak. 

Ketentuan mengenai perjanjian kerja tertulis, kepastian durasi dan jenis pekerjaan, pengakuan masa 

kerja, penetapan upah, serta mekanisme pengalihan perlindungan hak pekerja Outsourcing saat 

terjadi pergantian penyedia jasa merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk mencegah 

terjadinya praktik eksploitatif dan penyalahgunaan hubungan kerja. Namun, realitas di lapangan 

menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan praktik, yang tercermin dari masih 

banyaknya pelanggaran berupa penyalahgunaan status kontrak, pemutusan hubungan kerja tanpa 

perlindungan yang memadai, dan ketidakpastian pemenuhan hak normatif. 

Dalam konteks tersebut, fungsi pengawasan ketenagakerjaan memegang peranan sentral. 

Pengawasan bukan sekadar instrumen administratif, tetapi cerminan hadirnya negara dalam 

melindungi kelompok pekerja yang paling rentan. Melalui mekanisme preventif berupa pembinaan 
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 dan sosialisasi, serta mekanisme represif melalui inspeksi dan penegakan hukum, pengawasan 

ketenagakerjaan berusaha memastikan implementasi regulasi berjalan sesuai tujuan. Kendati 

demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan 

jumlah dan kapasitas pengawas, kompleksitas hubungan kerja modern, serta celah regulasi yang 

membuka ruang penyimpangan. 

              Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pekerja kontrak dan Outsourcing tidak cukup 

hanya ditopang oleh aturan normatif, tetapi memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak yaitu 

pemerintah melalui penguatan fungsi pengawasan perusahaan melalui kepatuhan terhadap regulasi 

serta pekerja melalui pengorganisasian dan peningkatan kapasitas advokasi. Penguatan sinergi ini 

penting agar perlindungan yang diatur secara normatif dapat benar-benar dirasakan secara 

substantif oleh pekerja, sehingga tujuan utama hukum ketenagakerjaan yaitu keadilan, kepastian, 

dan kesejahteraan dapat terwujud secara nyata dalam praktik hubungan kerja di Indonesia. 
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